UNDANG- UNDANG REPUBLI K | NDONESI A
NOMCR 1 TAHUN 1979
TENTANG
EKSTRADI Sl

DENGAN RAHVAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESI DEN REPUBLI K | NDONESI A,

Meni nbang:

a. bahwa Koninklijk Besluit van 8 Mei 1883 No. 26 (Staatsblad
1883 -188) tentang "Utlevering van Vreendelingen" tidak
sesuai |lagi dengan perkenbangan tata hukum di dal am Negara
Republ i kK | ndonei sa;

b. bahwa berhubung dengan itu Koninkiijk Besluit van 8 Mei 1883
No. 26 (Staatsblad 1883 -188) tersebut perlu dicabut dan
sebagai gantinya perlu disusun suatu Undang-undang baru
tentang ekstradisi sesuai dengan tata hukum dan peraturan
per undang- undangan Republ i k | ndonesi a;

Mengi ngat :

1. Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar
1945;

2. Ket etapan Majelis Pernusyawaratan Rakyat Republik Indonesia

Nonmor | V/ MPR/ 1978 tentang Garis-garis Besar Hal uan Negar a;

3. Undang- undang Nonor 13 Tahun 1961 tentang Ketentuan- ket entuan
Pokok Kepolisian Negara (Lenbaran Negara Tahun 1961 Nonor 245,
Tanbahan Lenbaran Negara Nonor 2289);

4. Undang- undang Nonor 15 Tahun 1961 tentang Ketentuan- ket entuan
Pokok Kej aksaan Republik | ndonesia (Lenbaran Negara Tahun 1961
Nonmor 254, Tanbahan Lenbaran Negara Nonor 2298);

5. Undang- undang Nonor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan- ket entuan
Pokok Kekuasaan Kehaki man (Lenbaran Negara Tahun 1970 Nono 74,
Tanbahan Lenbaran Negara Nonor 2951);

Dengan per set uj uan
DEWAN PERWAKI LAN RAKYAT REPUBLI K | NDONESI A

MEMUTUSKAN :

Dengan nencabut Koninklijk Besluit van 8 Mi 1883 No. 26
(St aat sbl ad 1883-188) tentang "U tlevering van Vreendel i ngen".

Menet apkan :
UNDANG- UNDANG TENTANG EKSTRADI Sl



BAB |
KETENTUAN UMM
Pasal 1

Dal am Undang-undang ini yang dinmaksud dengan Ekstradisi adal ah
penyer ahan ol eh suatu negara kepada negara yang nem nta penyerahan
seseorang Yyang disangka atau dipidana karena nelakukan suatu
kejahatan di luar wlayah negara yang nenyerahkan dan di dal am
yurisdi ksi wi |l ayah negara yang nem nta penyerahan tersebut, karena
ber wenang untuk nengadili dan nmem dananya.

BAB | |
AZAS- AZAS EKSTRADI Sl
Pasal 2
(1) Ekstradisi dilakukan berdasar kan suatu perjanjian

(2) Dalam hal belum ada perjanjian tersebut dal am ayat (1), naka
ekstradi si dapat dilakukan atas dasar hubungan baik dan jika
kepenti ngan Negara Republ ik | ndonesi a nmenghendaki nya.

Pasal 3

(1) Yang dapat diekstradi si kan ialah orang yang ol eh pejabat yang
berwenang dari negara asing dimnta karena di sangka nel akukan
kej ahat an atau untuk nenj al ani pi dana atau peri ntah penahanan.

(2) Ekstradisi dapat juga dilakukan terhadap orang yang di sangka
nmel akukan atau telah dipidana karena nelakukan penbantuan,
per cobaan dan pernufakatan jahat wuntuk nelakukan kejahatan
tersebut dal am ayat (1), sepanjang penbantuan, percobaan, dan
per nuf akatan jahat itu dapat dipidana nenurut hukum Negara
Republi k Indonesia dan nenurut hukum negara yang nemnta
ekstradisi.

Pasal 4

(1) Ekstradisi dilakukan terhadap kejahatan yang tersebut dal am
daftar kejahatan terlanpir sebagai suatu naskah yang tidak
t er pi sahkan dari Undang-undang i ni

(2) Ekstradisi dapat juga dil akukan atas kebijaksanaan dari negara
yang dimnta terhadap kejahatan |ain yang tidak disebut dal am
daf tar kej ahat an.

(3) Dengan Peraturan Penerintah, pada daftar kejahatan yang
di mksud dal am ayat (1) dapat ditanbahkan jenis perbuatan |ain
yang ol eh Undang-undang t el ah di nyat akan sebagai kej ahat an.



Pasal 5
(1) Ekstradisi tidak dil akukan terhadap kejahatan politik

(2) Kejahatan yang pada hakekat nya | ebi h nerupakan kej ahatan bi asa
dari pada kejahatan politik, tidak dianggap sebagai kejahatan
politik.

(3) Terhadap beberapa jenis kejahatan politik tertentu pel akunya
dapat juga diekstradisikan sepanjang diperjanjikan antara
negara Republik | ndonesia dengan negara yang ber sangkut an.

(4) Penbunuhan atau percobaan penbunuhan terhadap kepal a negara
atau anggot a- kel uarganya tidak dianggap sebagai kejahatan
politik.

Pasal 6

Ekstradisi terhadap kejahatan nenurut hukum pidana mliter yang
bukan kej ahatan nenurut hukum pi dana umum tidak dil akukan kecuali
apabi | a dal am suatu perjanjian ditentukan |ain.

Pasal 7

(1) Permntaan ekstradisi terhadap warganegara Republik | ndonesia
di t ol ak.

(2) Penyinpangan terhadap ketentuan ayat (1) tersebut di atas
dapat dil akukan apabila orang yang berasangkutan Kkarena
keadaan | ebih baik diadili di tenpat dilakukannya kej ahat an.

Pasal 8

Per m nt aan ekstradisi dapat ditolak jika kejahatan yang dituduhkan
di | akukan sel uruhnya atau sebagi annya dal am wi | ayah Negara Republ ik
| ndonesi a.

Pasal 9

Per m nt aan ekstradi si dapat ditolak jika orang yang dimnta sedang
di proses di Negara Republik I ndonesia untuk kejahatan yang sana.

Pasal 10

Perm ntaan ekstradisi ditolak, jika putusan yang dijatuhkan ol eh
Pengadi | an Republi k | ndonesia yang berwenang nengenai kejahatan
yang di m ntakan ekstradisinya telah nmenpunyai kekuatan hukum yang
pasti .

Pasal 11
Perm ntaan ekstradisi ditolak, apabila orang yang dim ntakan

ekstradisinya telah diadili dan dibebaskan atau telah selesa
nmenj al ani  pidananya di negara lain nengenai Kkejahatan yang



di m nt akan ekstradi si nya.
Pasal 12

Perm nt aan ekstradisi ditolak, jika nenurut hukum Negara Republik
I ndonesi a hak untuk nenuntut atau hak untuk nel aksanakan putusan
pi dana tel ah kedal uwar sa

Pasal 13

Permntaan ekstradisi ditolak, jika kejahatan yang dim ntakan
ekstradi si, diancam dengan pi dana mati mnenurut hukum negara pem nta
sedangkan nenurut hukum Negara Republik Indonesia kejahatan itu
ti dak diancam dengan pidana nati atau pidana mati tidak selalu
di | aksanakan, kecuali jika negara pem nta nenberikan jam nan yang
cukup neyaki nkan, bahwa pidana mati tidak akan dil aksanakan.

Pasal 14

Per m nt aan ekstradisi ditolak, jika nmenurut instansi yang berwenang
t erdapat sangkaan yang cukup kuat, bahwa orang yang di m ntakan
ekstradi si nya akan dituntut, dipidana, atau di kenakan tindakan |ain
karena al asan yang bertal i an dengan agamanya, keyaki nan politiknya,
atau kewarganegaraannya, ataupun karena ia termasuk suku bangsa
atau gol ongan penduduk tertentu.

Pasal 15
Perm ntaan ekstradi si di t ol ak, jika orang yang di m ntakan
ekstradi si akan dituntut, dipidana, atau ditahan karena nel akukan
kej ahatan lain daripada kejahatan yang karenanya ia di m ntakan
ekstradi si nya, kecuali dengan izin Presiden.

Pasal 16
Perm ntaan ekstradi si di t ol ak, jika orang yang di m ntakan

ekstradi si nya akan di serahkan kepada negara ketiga untuk kejahatan-
kej ahat an | ai n yang di | akukan sebel umia di m ntakan ekstradisi itu.

Pasal 17
Perm nt aan ekstradisi yang telah nenmenuhi syarat ditunda apabila
orang yang akan dim nta sedang diperiksa atau diadili atau sedang
nmenj al ani pi dana unt uk kejahatan |ain yang dil akukan di | ndonesi a.
BAB |1 |

SYARAT- SYARAT PENAHANAN YANG DI AJUKAN
OLEH NEGARA PEM NTA

Pasal 18

(1) Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Jaksa Agung Republ ik



I ndonesi a dapat nenerintahkan penahanan yang di m ntakan ol eh
Negara | ain atas dasar al asan yang nendesak jika penahanan itu
ti dak bertentangan dengan hukum Negara Republik | ndonesi a.

(2) Dalam permntaan untuk penahanan itu, negara pemnta harus
nmener angkan, bahwa dokunen sebagai mana di sebut kan dal am Pasa
22 sudah tersedi a dan bahwa negara tersebut segera dal am waktu
t er sebut dal am Pasal 21 akan nenyanpai kan perm ntaan
ekstradi si.

Pasal 19

(1) Permntaan untuk penahanan disanpai kan oleh pejabat yang
berwenang dari negara peminta kepada Kepala Kepolisian
Republ i k 1 ndonesi a atau Jaksa Agung Republ ik | ndonesia nel al ui
INTERPOL Indonesia atau nelalui saluran diplomatik atau
| angsung dengan pos atau tel egram

(2) Pengeluaran surat perintah untuk nenangkap dan atau nenahan
orang Yyang bersangkutan dilakukan berdasarkan ketentuan-
ketentuan dalam Hukum Acara Pidana |ndonesi a, kecual i
di tentukan | ain seperti yang diatur dalam ayat (3).

(3) Menyinpang dari ketentuan Hukum Acara Pidana |ndonesia yang
ber | aku, maka terhadap nereka yang nel akukan kejahatan yang
dapat di ekstradisi kan berdasarkan undang-undang ini dapat
di | akukan penahanan.

Pasal 20

Keputusan atas perm ntaan penahanan diberitahukan kepada negara
pem nta ol eh Kepal a Kepolisian Republik |Indonesia atau Jaksa Agung
Republi k Indonesia nel al ui I NTERPOL I ndonesia atau saluran
di pl omati k atau | angsung dengan pos atau tel egram

Pasal 21

Dal am hal terhadap orang yang bersangkutan dil akukan penahanan,
maka orang tersebut di bebaskan ol en Jaksa Agung Republik | ndonesia
atau Kepala Kepolisian Republik Indonesia jika dalam waktu yang
di anggap cukup sejak tanggal penahanan, Presiden nelalui Menteri
Kehaki man Republi k Indonesia tidak nenerima perm ntaan ekstradi si
beserta dokunen sebagai mana tersebut dalam Pasal 22 dari negara
pem nt a.

BAB |V

PERM NTAAN EKSTRADI SI DAN SYARAT- SYARAT
YANG HARUS DI PENUHI OLEH NEGARA PEM NTA

Pasal 22

(1) Permntaan ekstradisi hanya akan dipertinbangkan, apabila
nmenmenuhi syarat-syarat seperti tersebut dalam ayat (2), ayat



(2)

(3)

(4)

(3), dan ayat (4).

Surat permntaan ekstradisi harus diajukan secara tertulis
nmel al ui saluran diplomatik kepada Menteri Kehaki man Republ ik
I ndonesi a untuk diteruskan kepada Presiden.

Surat permntaan ekstradisi bagi orang yang dim ntakan
ekstradi si nya untuk nenjal ani pidana harus disertai :

a. Lenbaran asli atau salinan otentik dari put usan
Pengadi | an yang berupa pem ndahan yang sudah nenpunya
kekuat an hukum yang pasti ;

b. Ket erangan yang diperlukan untuk nenetapkan identitas
dan kewar negaraan orang yang di m ntakan ekstradi si nya;

C. Lenbaran asli atau salinan otentik dari surat perintah
penahanan yang dikeluarkan ol eh pejabat yang berwenang
dari negara pem nta.

Surat perm ntaan ekstradi si bagi orang yang di sangka nel akukan
kej ahat an harus disertai

a. Lenbaran asli atau salinan otentik dari surat perintah
penahanan yang dikeluarkan ol eh pejabat yang berwenang
dari negara pem nta;

b. Urai an dari kejahatan yang di m ntakan ekstradisi, dengan
menyebut kan waktu dan tenpat kejahatan dil akukan dengan
di sertai bukti tertulis yang diperl ukan;

C. Teks ketentuan hukum dari negara pem nta yang dil anggar
atau jika hal demkian tidak mungkin, isi dari hukum yang
di t er apkan;

d. Ket er angan- ket er angan  saksi di bawvah sunpah nengena
penget ahuannya tentang kej ahat an yang di | akukan;

e. Ket erangan yang diperlukan untuk nenetapkan identitas
dan kewar ganegaraan orang yang di m nt akan ekstradi si nya;

f. Per nohonan pensitaan barang-barang bukti, bila ada dan
di perl ukan.

Pasal 23

Jika nmenurut pertinbangan Menteri Kehaki man Republik Indonesia
surat yang di serahkan itu tidak nmenenuhi syarat dal am Pasal 22 atau
syarat lain yang ditetapkan dal am perjanjian, mnmaka kepada pejabat
negara pemnta diberikan kesenpatan untuk el engkapi surat-surat
tersebut, dalam jangka waktu yang dipandang cukup oleh Menteri
Kehaki man Republ i k | ndonesi a.



Pasal 24

Set el ah syarat-syarat dan surat-surat dinmaksud dal am Pasal 22 dan
23 di penuhi, Menteri Kehaki man Republi k | ndonesia nengirinkan sur at
permntaan ekstradisi berserta surat-surat [|anpirannya kepada
Kepal a Kepolisian Republik Indonesia dan Jaksa Agung Republik
I ndonesi a unt uk nmengadakan peneri ksaan.

BAB V

PEMERI KSAAN TERHADAP ORANG YANG
DI M NTAKAN EKSTRADI SI

Pasal 25

Apabila kejahatan merupakan kejahatan yang dapat di kenakan
penahanan nenurut Hukum Acara Pidana |ndonesia dan Kketentuan-
ket entuan yang disebut dalam Pasal 19 ayat (2), dan (3) dan
di aj ukan perm ntaan penahanan ol eh negara pemnta, orang tersebut
di kenakan penahanan.

Pasal 26

(1) Apabila yang nel akukan penahanan tersebut Kepolisian Republik
I ndonesi a, maka setel ah nenerinma surat perm ntaan ekstradisi,
Kepol i sian Republik |ndonesia nengadakan peneri ksaan tentang
orang tersebut atas dasar keterangan atau bukti dari negara
pem nt a.

(2) Hasil peneriksaan dicatat dalam berita acara dan segera
di serahkan kepada Kej aksaan Republik | ndonesi a setenpat.

Pasal 27

Sel anbat -l anbatnya 7 (tujuh) hari setelah nenerina berita acara
tersebut, Kejaksaan dengan nengenukakan al asannya secara tertulis,
mem nta kepada Pengadil an Negeri di daerah tenpat ditahannya orang
itu untuk neneriksa dan kenudian nenetapkan dapat atau tidaknya
orang tersebut diekstradi sikan.

Pasal 28
Per kar a- per kar a ekstradi si t er masuk per kar a- per kar a yang
di dahul ukan.

Pasal 29

Kej aksaan nenyanpai kan  surat penggi l an kepada orang yang
ber sangkut an unt uk nenghadap Pengadil an pada hari sidang dan sur at
penggi | an tersebut harus sudah diterima oleh orang vyang
ber sangkut an sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari sebel um hari sidang.



Pasal 30

Pada hari sidang orang yang bersangkutan harus nenghadap ke nuka
Pengadi | an Negeri .

Pasal 31

(1) Peneriksaan oleh Pengadilan Negeri dilakukan dalam sidang
terbuka, kecuali apabila Ketua Sidang nenganggap perlu sidang
di | akukan tertut up.

(2) Jaksa nenghadiri sidang dan nenberi kan pendapat nya.

Pasal 32

Dal am si dang ter buka Pengadi | an Negeri neneri ksa apakah :

a. identitas dan kewarganegaraan orang yang di m nt akan ekstradi si
itu sesuai dengan keterangan dan bukti-bukti yang diajukan
ol eh negara pem nt a;

b. kej ahat an yang di naksud nerupakan kejahatan yang dapat di
ekstradi si kan nenurut Pasal 4 dan bukan nerupakan kej ahatan
politik atau kejahatan mliter;

C. hak penuntutan atau hak nel aksanakan putusan Pengadil an sudah
at au bel um kedal uwar sa;
d. t er hadap kej ahat an yang dil akukan ol eh orang yang ber sangkut an

tel ah atau bel um dij at uhkan putusan Pengadil an yang nenpunyai
kekuat an hukum yang pasti ;

e. kej ahatan tersebut diancam dengan pidana mati di negara
pem nta sedangkan di | ndonesi a ti dak;
f. orang tersebut sedang diperiksa di Indonesia atas kejahatan
yang sana.
Pasal 33
(1) Dari hasil peneriksaan tersebut pada Pasal 32 Pengadil an

nmenet apkan dapat atau tidaknya orang tersebut diekstradi sikan.

(2) Penetapan tersebut beserta surat-suratnya yang berhubungan
dengan perkara itu segera diserahkan kepada Menteri Kehaki man
unt uk di pakai sebagai bahan pertinbangan penyel esaian |ebih
| anj ut.

BAB VI
PENCABUTAN DAN PERPANJANGAN PENAHANAN

Pasal 34
Penahanan yang di peri ntahkan berdasarkan Pasal 25 dicabut, jika :
a. di peri ntahkan ol eh Pengadi | an;
b. sudah berjalan selama 30 (tiga puluh) hari, Kkecuali jika

di per panj ang ol eh Pengadil an atas perm ntaan Jaksa;
C. per m nt aan ekstradisi ditol ak ol eh Presiden



Pasal 35

(1) Jangka waktu penahanan yang dinmaksud dal am Pasal 34 huruf b
setiapkali dapat diperpanjang dengan 30 (tiga puluh) hari.
(2) PErpanjangan hanya dapat dil akukan dal am hal :
a. bel um adanya penetapan Pengadilan nengenai perm ntaan

ekstradi si;

b. diperlukan keterangan oleh Menteri Kehakiman seperti
di maksud dal am Pasal 36 ayat (3);

C. ekstradisi dimnta pula oleh negara lain dan Presiden
bel um nenberi kan keput usannya;

d. permntaan ekstradisi sudah di kabul kan, tetapi bel um

dapat di | aksanakan.
BAB VI
KEPUTUSAN MENGENAI PERM NTAAN EKSTRADI SI
Pasal 36

(1) Sesudah nenerina penetapan Pengadilan yang dinmaksud dal am
Pasal 33, Menteri Kehakiman segera nenyanpai kan penetapan
tersebut kepada Presiden dengan disertai perti nbangan-
pertinbangan Menteri Kehakiman, Menteri Luar Negeri, Jaksa
Agung, dan Kepala Kepolisian Republik |ndonesia, unt uk
nmenper ol eh keput usan.

(2) Setelah nenerinma penetapan Pengadil an beserta pertinbangan-
pertinbangan yang dimaksud dalam ayat (1), nmaka Presiden
menut uskan dapat tidaknya seseorang di ekstradi si kan.

(3) Jika nmenurut penetapan Pengadil an perm ntaan ekstradisi dapat
di kabul kan tetapi Ment eri Kehaki man  Republ ik 1ndonesia
mener | ukan tanbahan ket erangan, maka Menteri Kehaki man
Republ i k 1 ndonesi a nmem nta keterangan di maksud kepada negara
pem nta dal am waktu yang di anggap cukup.

(4) Keputusan Presi den nmengenai per m nt aan ekst radi si
di beritahukan ol eh Menteri Kehaki man Republ ik | ndonesia kepada
negara pem nta nel al ui saluran di pl omati k.

Pasal 37

Jika 2 (dua) negara atau lebih nmemnta ekstradisi seseorang,
ber kenaan dengan kejahatan yang sanma atau yang berlainan dal am
waktu yang bersanman, maka dalam nenolak atau nengabul kan
perm ntaan ekstradisi Presi den dengan nenpertinbangkan dem
kepenti ngan keadi | an nenperhati kan hal -hal sebagai beri kut

berat ringannya kej ahat an;

t enpat di | akukannya kej ahat an;

wakt u nmengaj ukan perm ntaan ekstradi si;

kewar ganegar aan orang yang di m nt a;

kermungki nan di ekstradi si kannya orang yang dimnta ol eh negara
pem nta kepada negara | ai nnya.

POooTo



Pasal 38

Keputusan Presiden nengenai perm ntaan ekstradisi yang di nmaksud
dal am Pasal 36 oleh Menteri Kehaki man segera diberitahukan kepada
Menteri Luar Negeri, Jaksa Agung, dan Kepala Kepolisian Republik
| ndonesi a.

Pasal 39

(1) Dalam hal tidak ada perjanjian ekstradisi antara negara
pem nta dengan Negara Republik Indonesia, maka perm ntaan
ekstradi si diajukan nelalui saluran diplomatik, selanjutnya
ol eh Menteri Luar Negeri Republik Indonesia disanpai kan kepada
Menteri Kehaki man Republik Indonesia disertai pertinbangan-
per ti nbangannya.

(2) Menteri Kehaki man  Republik Indonesia setelah nenerina
permntaan dari negara pemnta dan pertinbangan dari Menteri
Luar Negeri Republik Indonesia nelaporkan kepada Presiden
tentang perm ntaan ekstradi si sebagai mana di maksud ayat (1)

(3) Setelah nendengar saran dan pertinbangan Menteri Luar Negeri
dan Menteri Kehaki man Republ ik |ndonesia nengenai perm ntaan
ekstradi si ternmaksud dal amayat (1), Presiden dapat nenyetuj ui
atau tidak nmenyetujui perm ntaan tersebut.

(4) Dalam hal permntaan ekstradisi sebagaimana di maksud dal am
ayat (1), disetujui, maka Presiden nenerintahkan Menteri
Kehaki man Republi k |ndonesia nenproses |lebih lanjut seperti
hal nya ada perjanjian ekstradisi antara negara pem nta dengan
Negara Republik I ndonesi a.

(5) Dalam hal permntaan ekstradisi sebagaimana di maksud dal am
ayat (1) tidak disetujui, maka Presiden nenberitahukan kepada
Menteri Kehaki man, untuk diteruskan kepada Menteri Luar Negeri
yang nenberitahukan hal itu kepada negara pem nta.

BAB VI |
PENYERAHAN CRANG YANG DI M NTAKAN EKSTRADI SI
Pasal 40

(1) Jika permntaan ekstradisi disetujui, orang yang di m ntakan
ekstradi si segera di serahkan kepada pejabat yang bersangkut an
dari negara pemnta, di tenpat dan pada waktu yang ditetapkan
ol eh Menteri Kehaki man Republ ik | ndonesi a.

(2) Jika orang yang dim ntakan ekstradisinya tidak dianbil pada
tanggal yang ditentukan, naka ia dapat dilepaskan sesudah
lampau 15 (linma belas) hari dan bagai manapun juga ia wajib
di | epaskan sesudah | anpau 30 (tiga pul uh) hari.



(3) Permntaan ekstradisi berikutnya terhadap kej ahatan yang sanm,
setelah dilanmpauinya waktu 30 (tiga puluh) hari tersebut,
dapat ditol ak ol eh Presiden.

Pasal 41

Ji ka keadaan di luar kemanpuan kedua negara baik negara pemnta
unt uk nmenganbi | maupun negara yang di m nta untuk nenyerahkan orang
yang bersangkutan, negara dinmaksud wajib nenberitahukan kepada
negara |ainnya dan kedua negara akan nenutuskan bersanma tangga
yang | ai n untuk penganbil an atau nenyerahkan yang di maksud.
Dal am hal dem ki an berl aku ket entuan-ketentuan dal am Pasal 40 ayat
(3) yang waktunya dihitung sejak tanggal ditetapkan sebagai mana
di maksudkan dal am ayat tersebut.

BAB | X
BARANG- BARANG BWKTI
Pasal 42

(1) Barang-barang yang di perl ukan sebagai bukti yang terdapat pada
orang Yyang dimntakan ekstradisinya dapat disita atas
per m nt aan pej abat yang berwenang dari negara pem nt a.

(2) Dalam hal sebagainana dimaksud dalam ayat (1), berlaku
ket ent uan- ket ent uan dal am Hukum Pidana |ndonesia dan Hukum
Acara Pi dana | ndonesi a nengenai penyitaan barang-barang bukti .

Pasal 43

(1) Dal am penetapannya nengenai perm ntaan ekstradisi Pengadil an
Negeri nenetapkan pula barang-barang yang diserahkan kepada
negara pemnta dan vyang dikenbalikan kepada orang yang
ber sangkut an.

(2) Pengadilan Negeri dapat nmenet apkan bahwa barang- bar ang
tertentu hanya di serahkan kepada negara pem nta dengan syar at
bahwa barang-barang tersebut segera akan di kenbal i kan sesudah
sel esai di gunakan

BAB X
PERM NTAAN EKSTRADI SI COLEH PEMERI NTAH | NDONESI A
Pasal 44

Apabi | a seseorang di sangka nel akukan sesuatu kejahatan atau harus
nmenj al ani pi dana karena nelakukan sesuatu kejahatan yang dapat
di ekstradi si kan di dal am yurisdi ksi Negara Republik |ndonesia dan
di duga berada di negara asing, naka atas perm ntaan Jaksa Agung
Republi k Indonesia atau Kepala Kepolisian Republik Indonesia,
Menteri Kehaki man Republik Indonesia atas nama Presiden dapat
mem nta ekstradi si orang tersebut yang di aj ukannya nel al ui sal uran



di pl omati k.
Pasal 45

Apabi | a orang yang di m nt akan ekstradi si nya tersebut dal am Pasal 44
tel ah diserahkan oleh negara asing, orang tersebut dibawa ke
I ndonesi a dan di serahkan kepada i nstansi yang berwenang.

Pasal 46

Tat acara per m nt aan penyerahan dan penerinmaan orang yang di serahkan
di atur dengan Peraturan Peneri nt ah.

BAB Xl
KETENTUAN PERALI HAN

Pasal 47
Pada saat nulai Dberlakunya Undang-undang ini senua perjanjian
ekstradisi yang telah disahkan sebelumya adalah perjanjian
ekstradi si sebagai mana yang di nraksud dal am Undang- undang i ni .

BAB X |

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48
Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar
supaya setiap orang nengetahuinya, nenerintahkan pengundangan

Undang-undang ini dengan penenpatannya dalam |enbaran Negara
Republ i kK | ndonesi a.

D sahkan di Jakarta
pada tanggal 18 Januari 1979
PRESI DEN REPUBLI K | NDONESI A,
ttd.
SCEHARTO

D undangkan di Jakarta
pada tanggal 18 Januari 1979

MENTERI / SEKRETARI S NEGARA
REPUBLI K | NDONESI A,

ttd.
SUDHARMONO, SH.



PENJ ELASAN
ATAS
UNDANG- UNDANG REPUBLI K | NDONESI A
NOMOR 1 TAHUN 1979
TENTANG
EKSTRADI SI

UMUM

Per at ur an perundang-undangan tentang ekstradi si yang sekarang
ada, ialah Koninklijk Besluit wvan 8 Mi 1883 No. 26
(St aat sbl ad 1883-188) t ent ang "Utlevering van
Vreendel i ngen", di anggap nasih berlaku berdasarkan Pasal 11
Aturan Peralihan Undang- Undang Dasar 1945.

Mengi ngat Peraturan itu adalah hak legislatif dari Penerintah
Bel anda pada waktu yang | anpau dan ditetapkan |ebih dari 90
(senbil an pul uh) tahun yang | alu, sudah barang tentu peraturan
tersebut tidak sesuai lagi dengan tata hukum dan dengan
per kenbangan Negara Republik | ndonesi a yang ner deka.

A eh sebab itu peraturan tersebut perlu dicabut dan disusun
suat u Undang-undang Nasional yang nengatur tentang Ekstradi si
orang-orang yang di sangka tel ah nel akukan kejahatan di |uar
negeri nelarikan diri ke Indonesia, ataupun untuk nenjalani
pi dana yang tel ah dijatuhkan dengan putusan Pengadi | an.

Undang-undang ini di maksudkan untuk nenberi kan dasar hukum
bagi penbuatan perjanjian dengan negara-negara asing naupun
unt uk nenyer ahkan seseorang tanpa adanya perjanji an.

Selain dari itu dal am Undang-undang ini perlu diatur tatacara
perm ntaan ekstradisi ol eh Penerintah |ndonesia kepada negara
asi ng.

D dal am Undang- undang i ni di atur azas umum yang di kenal dal am

bi dang ekstradisi, antara lain

a. Azas kej ahatan rangkap (double CGrimnality), yaitu bahwa
per buat an yang dil akukan bai k ol eh negara pem nta maupun
ol eh negara yang di m nta di anggap sebagai kej ahat an.
Azas ini tercantum di dalam daftar kejahatan yang dapat
di ekstradi si kan sebagai |anpiran dari Undang-undang i ni

(pasal 4);
b. Azas jika suatu kejahatan tertentu oleh negara yang
dimnta dianggap sebagai kej ahat an politik maka

perm ntaan ekstradisi ditolak (pasal 5);

C Azas bahwa negara yang di m nta nenpunyai hak untuk tidak
nmenyer ahkan war ganegar anya sendiri. (Pasal 7);

d. Azas bahwa suatu kejahatan yang telah dil akukan
seluruhnya atau sebagian di wlayah yang termasuk atau
tidak dianggap termasuk dalam jurisdiksi negara yang
dimnta, maka negara ini dapat nenolak perm ntaan
ekstradisi. (Pasal 8);

e. Azas bahwa suatu permntaan ekstradisi dapat ditol ak
jika pejabat yang berwenang dari negara yang dimnta



sedang nengadakan peneriksaan terhadap orang yang

ber sangkut an nengenai kej ahat an yang di m nt akan
penyer ahannya. (Pasal 9);
f. Azas bahwa apabila terhadap suatu kejahatan tertentu,

suatu keputusan yang tel ah nmenpunyai kekuatan pasti tel ah
di j atuhkan ol en Pengadil an yang berwenang dari negara
yang dimnta, permntaan ekstradisi ditolak (non bis in
idem. (Pasal 10);

g. Azas bahwa seseorang tidak diserahkan karena hak untuk
nmenunt ut at au hak untuk mnel aksanakan put usan pi dana tel ah
kedal uwar sa. (Pasal 12);

h. Azas bahwa seseorang yang diserahkan tidak akan
dituntut, dipidana atau ditahan untuk kejahatan apapun
yang di |l akukan sebel um yang ber sangkut an di ekstradi si kan
selain dari pada untuk kejahatan untuk nmana ia
di serahkan, kecuali bila negara yang dimnta untuk
nmenyer ahkan orang itu nenyetujui nya. (Pasal 15).

Keput usan tentang perm ntaan ekstradi si adal ah bukan keputusan
badan j udi katif tapi mnerupakan keputusan badan eksekutif, ol eh
sebab itu pada taraf terakhir terletak dalam tangan Presiden,
setelah nendapat nasehat juridis dari Menteri Kehaki man
ber dasar kan penet apan Pengadi | an.

Perm nt aan ekstradi si di aj ukan kepada Presiden nelalui Menteri
Kehaki man ol eh Pej abat yang berwenang di negara asing dengan
nmel alui saluran diplomatik. Perm ntaan ekstradisi tersebut
harus disertai dengan dokunen yang diperlukan antara lain
nmengenai identitas, kewarganegaraan, uraian tentang tindak
pi dana yang dituduhkan, surat perm ntaan penahanan. Bagi orang
yang di cari karena harus nenj al ani pidananya di sertai | enbaran
asli atau salinan otentik dari putusan Pengadilan dan surat
per m nt aan penahanan. Dokunen tersebut disertai dengan bukti -
bukti tertulis yang sah yang di perl ukan.

Apabi | a ada al asan-al asan yang nendesak, sebelum perm ntaan
ekstradi si diajukan, pejabat yang berwenang di |ndonesia dapat
nmenahan senentara orang yang dicari tersebut atas perm ntaan
negara pem nta.

Mengenai penahanan itu berlaku ketentuan dalam Hukum Acara
Pidana |Indonesia. Apabila dalam waktu yang cukup pantas
permntaan ekstradisi tidak diajukan, nmaka orang tersebut
di bebaskan.

Seperti telah diterangkan di atas untuk menentukan dapat
tidaknya orang itu diserahkan Presiden nendapat nasehat
yuridis dari Menteri Kehaki man yang di dasarkan pada penetapan
Pengadi | an.

Cara peneri ksaan di Pengadilan ini tidak merupakan peneriksaan
per adi | an seperti per adi | an bi asa, t et api Pengadi | an
nmendasar kan peneri ksaannya kepada keterangan tertulis beserta
bukti - buktinya dari negara pem nta yang diajukan ol eh Jaksa
dengan di sertai pendapat nya.



Setel ah neneri ksa keterangan-keterangan serta syarat-syar at
yuridis vyang diperlukan untuk ekstradisi mnaka Pengadil an
nmenet apkan apakah or ang yang ber sangkut an dapat
di ekstradi si kan atau ti dak.

PASAL DEM PASAL

Pasal 1
Yang di naksud dengan w |l ayah dal am pasal ini ternasuk
juga tenpat-tenpat yang dianggap sebagai wi | ayah

ber dasar per at uran per undang- undangan m sal nya
gedung- gedung kedut aan/ perwaki | an.

Pasal 2
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan perjanjian dalam ayat ini,
ialah perjanjian ("treaty") vyang diadakan oleh
Negara Republik Indonesia dengan negara lain dan
yang ratifi kasi nya di | akukan dengan Undang-undang.
Ayat (2)
Cukup j el as.
Pasal 3
Ayat (1)
Yang di maksud dengan nel akukan kejahatan termasuk
juga orang yang ikut serta nelakukan Kkejahatan,
orang yang menyuruh nel akukan kej ahatan, dan orang
yang nenganj ur kan unt uk mel akukan kej ahat an.
2

Ayat

Cukup j el as.
Pasal 4

Ayat (1)
Pada unmummya kej ahatan yang dapat diekstradisikan
itu adal ah kejahatan-kejahatan berat. Jadi tidak
semnmua kej ahat an dapat di ekstr adi si kan, t api
terbatas pada kejahatan yang daftarnya terlanpir
dal am Undang- undang i ni .

Ayat (2)
Cukup j el as.

Ayat (3)
Mengi ngat per kenbangan keadaan maka daftar
kej ahat an t er sebut ti dak selalu nmencukupi
kebut uhan, naka di adakan kenungki nan penanbahan.
Kar ena yang di t anbahkan itu adal ah
per buat an- perbuatan yang telah dinyatakan sebagai
kej ahat an ol eh Undang-undang maka penanbahan i ni

I cukup dil akukan dengan Peraturan Penerintah.
Pasal 5

Ti dak di serahkannya seseorang pelaku kejahatan politik
adal ah berhubung dengan hak negara untuk nenberi suaka
politik kepada pel arian politik.

Karena pengertian kejahatan politik itu adalah terlalu
| uas, naka di adakan penbatasan seperti yang di maksudkan
dal am ayat (2).

Kej ahatan yang diatur dalam ayat(4) itu sebetul nya
mer upakan suatu kejahatan politik yang nmurni, tetapi
karena  kejahatan tersebut di anggap  sangat dapat



Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

nmenggoyahkan nmasyar akat dan negar a, maka unt uk

kepent i ngan ekstradi si di anggap ti dak mer upakan
kej ahat an politi k.

Hal ini nmerupakan "Attentat-clause" yang dianut pula
ol eh I ndonesi a.

6

Cukup j el as

7

Dem kepentingan perlindungan warganegara sendiri mnmaka
di anggap |ebi h baik, apabila yang bersangkutan diadil

di negaranya sendiri. Wl aupun dem ki an ada kemungki nan
bahwa orang tersebut akan lebih baik diadili di Negara
[ain (di negar a pem nt a) nmengi ngat

perti nbangan- perti nbangan dem kepentingan negara, hukum
dan keadi | an.

Pel aksanaan penyerahan tersebut didasarkan pada azas
tinbal balik (resiprositas).

8

Cukup j el as.

9

Yang dimaksud dengan diproses dalam pasal ini ialah

dimul ai dari tingkat peneri ksaan pendahul uan, penuntutan
dan peneri ksaan di Pengadi | an.

10
Ket entuan ini di maksudkan untuk nmenjam n bahwa seseorang
tidak akan diadili untuk kedua kalinya untuk Kkejahatan

yang sanma (non bis in idem
11

Yang di nraksud dengan negara | ai n adal ah negara keti ga.
12

Cukup j el as.

13

Meski pun  hukum di negara Republik Indonesia nmasih
nmengenal pidana mati dalam Kitab Undang-undang Hukum
Pi dananya namun pel aksanaannya | arang sekali dil akukan.
Aeh karena itu apabila kejahatan tersebut diancam
dengan pidana nmati di negara pemnta, sedangkan di
I ndonesi a tidak, dirasakan |ebih adil apabila orang yang
dimnta tidak di ekstradi si kan.

14

Azas ini  nmenjamn hak-hak kebebasan nmanusia untuk
nmenganut agama dan politik, selain itu juga nenghapus
per bedaan kewar ganegaraan, suku bangsa, dan gol ongan

penduduk.

15

Pasal ini nenganut azas kekhususan (rule of speciality)
bahwa orang yang dimnta hanya akan diadili atas

kej ahat an yang di mnta ekstradi sinya, kecuali ditentukan
[ ai n ol eh negara yang di m nta.

16

Cukup j el as.

17

Cukup j el as.



Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

18

Ayat (1)
Yang di maksud dengan al asan nendesak ial ah m sal nya
orang yang dicari tersebut dikhawatirkan akan
nmel ari kan diri.

Ayat (2)
Cukup j el as,

19

Ayat (1)
| NTERPOL | ndonesi a adal ah Badan Ker j asana
Kepol i sian | nternasional untuk Indonesia yang
di bentuk dengan Keputusan Perdana Menteri Republik
I ndonesia Nonmor 245/PM 1954, tanggal 5 Cktober
1954.
Sedang yang di maksud dengan tel egram khusus adal ah
telegram yang jelas diketahui identitas dari
pengirimtel egram

Ayat (2)
Cukup j el as.

Ayat (3)
Cukup j el as.

20

Cukup j el as

21

Waktu yang dianggap cukup akan ditentukan dal am

perjanjian dengan sesuatu negar a.

22

Ayat (1)
Cukup j el as.

Ayat (2)
Cukup j el as.

Ayat (3)

Ayat

Surat-surat dan keterangan yang dinmaksudkan ol eh
ayat-ayat ini adal ah untuk kepentingan peneriksaan
di Pengadil an.

(4) . . . .
Yang di maksud dengan bukt i tertulis i al ah
dokumen- dokunen yang erat hubungannya dengan
kej ahat an tersebut, msalnya surat hak mlik, atau
apabila bukti-bukti tersebut berupa alat, benda

at au senj at a, cukup dengan foto-foto dari
bar ang- barang tersebut atau apa yang dinamakan
"copie collatione". Hal i ni nmengi ngat bahwa

peneri ksaan ol eh Pengadil an dalam hal ekstradi si
ini hanya untuk nenetapkan apakah orang-orang
tersebut berdasarkan bukti-bukti yang ada, dapat
di aj ukan ke Pengadil an, tidak nenutuskan sal ah atau
ti daknya orang tersebut.

23

Kesenpatan untuk nmelengkapi surat-surat tersebut yang
dimnta oleh Menteri Kehaki man  Republ ik [Indonesia
di beri kan dalam waktu yang dipandang cukup nengingat
jarak dan luasnya negara yang mnta ekstradisi. Mka
unt uk penbat asan waktu dapat ditentukan dal am perj anji an



Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

yang diadakan antara Republik |ndonesia dengan negara
yang nmem nta ekstradisi.
24
Cukup j el as.
25
Cukup j el as.
26
Ayat (1)

Cukup j el as.
Ayat (2)

Cukup j el as
27
Jangka waktu 7 (tujuh) hari dianggap cukup untuk
peneri ksaan yang di perl ukan ol eh Kej aksaan.
28
Per kar a ekst radi si di dahul ukan nmengi ngat bahwa
peneri ksaan di Pengadi l an tidak dilakukan seperti
Pengadi | an bi asa.
29
Penentuan mninmum jangka waktu 3 (tiga) hari adal ah
di mksudkan untuk menberi kesenpatan kepada orang yang
ber sangkut an unt uk nmengadakan per si apan- per si apan
seper | unya.
30

Cukup j el as
31

Ayat (1)
Maksud dari ayat ini adalah untuk nenunjukkan
adanya azas peradil an yang bebas.

Ayat (2)
Cukup j el as.

Sub a, 6, ¢, d, e, dan f adalah untuk nelindungi hak
azasi manusi a dal am nasal ah ekstradi si .
Yang di maksud dengan kejahatan mliter dalam pasal ini
adal ah kejahatan nenurut hukum pidana tentara (KUHPT)
tetapi bukan kejahatan yang diatur di dalam Kitab
Undang- undang Hukum Pi dana Urum ( KUHP) .

33

Ayat (1)
Cukup j el as.

Ayat (2)
Penet apan yang dimaksud di sini adalah nerupakan
bentuk dari apa yang dinyatakan ol eh Pengadil an,
sedang isinya adal ah nerupakan pernyataan dan atau
pendapat .
Yang di maksud dengan perkara dal am pasal ini adal ah
masal ah- masal ah yang berhubungan dengan perm ntaan
ekstradi si.

34

b. Penahanan selama 30 (tiga puluh) hari yang di nmaksud
dal am sub b neliputi penahanan ol eh Kepolisian Republik
I ndonesia dan penahanan oleh Kejaksaan sesuai dengan
Hukum Acara Pi dana | ndonesi a.



Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Apabi l a di perlukan, Jaksa dapat nemnta perpanjangan
kepada Pengadi | an.

Hal ini nerupakan pengecualian dari Hukum Acara Pidana
(lex specialis), nengingat bahwa nasalah ekstradisi
har us di sel esai kan dengan cepat .

35

Ayat (1)
Cukup j el as.

Ayat (2)
Cukup j el as.

36

Ayat (1)
Dal am nenutuskan untuk nengabul kan atau menol ak
per nohonan, Presi den nmendapat
perti nbangan- perti nbangan dari pejabat-pejabat yang
tersebut dalam ayat ini, satu dan lain nenurut
kepenti ngannya.

Ayat (2)
Cukup j el as.

Ayat (3)
Mengenai waktu yang dianggap cukup penjelasannya
sama dengan penj el asan Pasal 23.

Ayat (4)
Mengi ngat batas waktu yang sangat ketat dal am
per m nt aan suat u ekstradi si, maka Keput usan
Presi den tersebut dianbil dal amwaktu yang si ngkat .

37

Dem kepent i ngan keadi | an maka  untuk penyer ahan
seseorang yang dimnta perlu diperhatikan syarat-syarat

sebagai mana tercantum dalam pasal ini sub a sanpa
dengan e.

38

Mengi ngat hubungan diplomatik dengan negara pem nta,
maka Menteri Luar Neger i Republ i k | ndonesi a

di beritahukan nengenai Keputusan Presiden tersebut.
Dem ki an juga Jaksa Agung dan Kepal a Kepolisian Republik
I ndonesi a di beritahukan nengenai Keputusan Presiden
di mksud, nengingat instansi Kejaksaan dan Kepolisian
sejak senmula telah terlibat dalam nmnasalah tersebut,
yai tu dal am proses penahanan dan peneri ksaan sel anj ut nya
atas orang yang di m nta untuk diekstrasikan.

39

Menteri Luar Negeri Republik Indonesia perlu dimnta

perti nbangannya dal am  hal ti dak ada perj anji an
ekstradisi, karena nasalah ekstradisi tanpa adanya
perjanjian terlebih dahulu perlu didasarkan atas
hubungan ti nbal balik antara negara-negara Yyang
ber sangkut an.
40
Ayat (1)

Cukup j el as.
Ayat (2)

Cukup j el as.



Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal
Pasal

Pasal

Pasal

Ayat (3)
Ket ent uan- ket ent uan ini di maksudkan unt uk
mel i ndungi hak azasi orang yang bersangkutan. Yang
di mksud dengan kejahatan yang sama dal am ayat ini
adal ah kejahatan yang dimntakan ekstradisinya
dal am ayat-ayat sebelummya. Waktu 30 (tiga puluh)
hari dalam ayat ini adalah waktu yang di nmaksud
dal am ayat (2).

41

Cukup j el as.

42

Ayat (1)
Cukup j el as.

Ayat (2)
Cukup j el as.

43

Ayat (1)
Cukup j el as

Ayat (2)
Cukup j el as.

Pasal ini nengatur perm ntaan penyerahan kepada negara
asing atas seorang yang disangka nelakukan kejahatan
yang terhadapnya Negara Republik |ndonesia nenpunyai
wewenang nengadili rmenurut ketentuan berlakunya Hukum
Pidana |Indonesia atau untuk nenjalani pidana yang
di j at uhkan kepadanya ol eh Pengadi | an di | ndonesi a.

Yang dinmaksud dengan negara asing dalam pasal ini
termasuk juga tenpat-tenpat yang dianggap sebagai
w | ayah negara asing tersebut (11 hat sel anj ut nya
penj el asan Pasal 1).

45

Cukup j el as

46

Cukup j el as.
47

Perjanjian-perjanjian ekstradisi yang dinmaksud dal am
pasal ini ialah perjanjian-perjanjian yang di buat antara
Pemer i nt ah Republ i k | ndonesi a dengan Pener i nt ah
Mal aysia, antara Penerintah Republik Indonesia dengan
Penmerintah Republik Philippina, dan antara Penerintah
Republ i k 1 ndonesi a dengan penerintah Keraj aan Thai | and.

48

Cukup j el as.



LAVPI RAN
UNDANG- UNDANG REPUBLI K | NDONESI A
NOMOR 1 TAHUN 1979
TENTANG EKSTRADI SI

DAFTAR KEJAHATAN YANG PELAKUNYA DAPAT DI EKSTRADI SI KAN

ok wWNE

Penbunuhan.

Penbunuhan yang di r encanakan.

Pengani ayaan yang berakibat [|uka-luka berat atau matinya

orang, pengani ayaan yang di r encanakan dan pengani ayaan berat.

Per kosaan, perbuatan cabul dengan kekerasan.

Per set ubuhan dengan seorang wanita di |luar perkaw nan atau

per buat an- per buat an cabul dengan seseorang padahal di ket ahui

bahwa orang itu pingsan atau tak berdaya atau orang itu bel um

berumur 15 tahun at au bel um nmapu di kawi n.

Per buatan cabul yang dilakukan ol eh orang yang cukup unur

dengan orang | ain sana kel am n yang bel um cukup unur.

Menberi kan atau nenpergunakan obat-obat dan atau al at-aalt

dengan maksud nenyebabkan gugur atau mati kandungan seorang

wani t a.

Mel ari kan wanita dengan kekerasan, ancaman kekerasan atau ti pu

nmusl i hat, dengan sengaja nel ari kan seseorang yang bel um cukup

unur .

Per dagangan wani ta dan perdagangan anak | aki-Ilaki yang bel um

cukup unur.

Pencul i kan dan penahanan nel awan hukum 11. Per budakan.

Pener asan dan pengancaman.

Meniru atau nenmal sukan mata uang atau uang kertas negeri atau

uang kertas bank atau nengedarkan mata uang kertas negeri atau

kertas bank yang ditiru atau di pal sukan.

Menyi npan atau nmemasukkan uang ke | ndonesia yang telah ditiru

at au di pal sukan.

Permal suan dan kej ahat an yang ber sangkut an dengan penal suan.

Sunpah pal su.

Peni puan.

Ti ndak pi dana-tindak pidana berhubung dengan kebangkrutan. 19.
Penggel apan.

Pencuri an, peranpokan.

Penbakar an dengan sengaj a.

Pengrusakan barang at au bangunan dengan sengaj a.

Penyel undupan.

Setiap tindak kesengajaan yang dilakukan dengan maksud

menbahayakan kesel amatan kereta api, kapal laut atau kapal

t er bang dengan penunpang- penunpangnya.

Menenggel ankan atau nmerusak kapal di tengah | aut.

Pengani ayaan di atas kapal di tengah |aut dengan naksud

menghi | angkan nyawa atau nenyebabkan | uka ber at.

Penber ont akan atau per nuf akat an untuk nenberontak ol eh 2 (dua)

orang atau lebih di atas kapal di tengah |aut nenentang kuasa

nakhoda, penghasutan untuk nenberont ak.

Penbaj akan | aut.

Penbaj akan udar a, kejahatan penerbangan dan kej ahat an terhadap

sar anal/ prasar ana pener bangan.



30. Tindak Pidana Korupsi.

31. Tindak Pidana Narkoti ka dan obat-obat berbahaya | ai nnya.

32. Perbuat an- perbuat an yang nel anggar Undang-undang Senjata Api,
bahan- bahan pel edak dan bahan- bahan yang nmeni nbul kan
kebakar an.
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